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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

V.1. Kesimpulan 

Proses penatausahaan dan akuntansi Pemkot Yogyakarta secara garis besar 

telah mengikuti aturan dalam permendagri tetapi telah terdapat modifikasi di 

dalam prakteknya agar prosesnya dalam mudah dipahami dan mudah dikontrol 

oleh jajaran yang melaksanakannya. Pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai 

aturan sendiri dalam urusan penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, dan 

aturan tersebut tidak menyimpang dalam aturan yang telah ditetapkan dalam 

permendagri atau mempunyai tujuan yang sama dengan aturan permendagri. 

Proses dalam penatausahaan dan akuntansi setiap daerah diberlakukan pada 

Pemkot Yogyakarta telah sesuai menurut ketetapan daerah masing-masing dan 

menurut aturan dalam permendagri. Aturan yang digunakan tersebut dirasa cocok 

diterapkan dalam proses penatausahaan dan akuntansi dalam Pemkot Yogyakarta 

karena mudah dikontrol, dipahami, dan mudah digunakan. Pemkot Yogyakarta 

sebelumnya telah memiliki pengalaman dalam urusan proses penatausahaan dan 

akuntansi keuangan daerah, sehingga penggunaan aturan yang lama dirasa cocok 

serta memilah peraturan yang baru untuk kesesuaiannya jika diterapkan dalam 

keuangan Pemkot Yogyakarta. Dengan cara tersebut, maka proses penatausahaan 

dan akuntansi dalam Pemkot Yogyakarta mudah dikontrol oleh aparaturnya 

sehingga proses penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah Pemkot 

Yogyakarta dapat berjalan baik dan lancar.  
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Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses penatausahaan dan 

akuntansi keuangan daerah tersebut akibat perubahan kebijakan dalam Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Permendagri yaitu Sumber 

Daya Manusia, peraturan-peraturan, sarana prasarana/fasilitas, komitmen dari 

pimpinan, dan sosialisasi.  

V.2. Saran 

Setiap daerah memiliki kewenangan sendiri atas pengelolaan keuangannya 

dan daerah sendiri harus memiliki kemampuan beraptasi terhadap perubahan yang 

ada. Setiap daerah memiliki cara masing-masing dalam menjalankan 

penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah agar dapat mudah dipahami oleh 

aparaturnya, sesuai dengan kemampuan sumber daya didalamnya, serta mudah 

dikendalikan oleh aparatur yang tercakup didalamnya. Bukan hanya itu saja, 

daerah juga harus memikirkan kapasitas penatausahaan dan akuntansi yang ada 

didalamnya dan memiliki ketaatan terhadap aturan yang berlaku. Dalam 

permendagri nomor 55 tahun 2008 tidak memuat secara detail proses dalam 

penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, oleh sebab itu dibutuhkan 

kreatifitas, pemahaman, dan pengalaman dari lalu untuk menjalankan proses 

penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah. Dengan adanya proses 

penatausahaan dan akuntansi yang baik maka penatausahaan dan akuntansi 

keuangan daerah akan berjalan dengan baik dan transparan untuk mengurangi 

terjadinya kesalahan dan kecurangan. 
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Dengan adanya keterbatasan dalam proses penatausahaan dan akuntansi 

keuangan daerah pada perlu dilakukan perbaikan dan upaya dalam meningkatkan 

proses penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah di dalam lingkungan 

Pemerintah Kota Yogyakarta dengan cara :  

1. Sumber Daya Manusia. Dilakukan asistensi, pendampingan, dan pelatihan-

pelatihan. Dengan terbatasnya sumber daya di Pemerintah Kota 

Yogyakarta, maka untuk pelatihan dilakukan kerjasama dengan 

institusi/lembaga yang kompeten. Selain itu dapat juga mengirim personil 

untuk mengikuti kursus. 

2. Peraturan-peraturan. Kebijakan kepala daerah sangat berperan penting 

dalam penerapan peraturan yang baru. Peraturan baru yang berasal dari 

pusat dapat ditelaah kemudian diterapkan menjadi peraturan daerah yang 

baru, sehingga peraturan baru dari pusat tersebut dapat diterapkan dengan 

baik.  

3. Sarana Prasarana/Fasilitas. Meninjau ulang sarana prasarana kurang 

memadai seperti perangkat keras dan perangkat lunak. 

4. Komitmen dari Pimpinan. Dibutuhkan atasan yang mau turut ambil bagian 

dalam urusan bawahan atau urusan dinasnya, oleh karena itu atasan paling 

tidak harus mengerti mengenai proses penatausahaan dan akuntansi. 

5. Sosialisasi. Melaksanakan sosialisasi kepada pelaksana penatausahaan dan 

akuntansi jika terdapat perubahan aturan dalam proses penatausahaan dan 

akuntansi guna mempercepat proses pemahaman tentang penatausahaan 

dan akuntansi. 
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